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ABSTRAK

Penerapan aturan wajib sertifikasi halal di Indonesia menuntut jaminan
kehalalan daging sejak tahap penyembelihan untuk menjaga kepercayaan publik
dan mutu pangan. Penelitian ini menganalisis pembentukan otoritas keagamaan
baru pada lembaga dakwah Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa Yogyakarta
(JULEHA DIY). Fokus penelitian mencakup dua aspek utama: (1) Cara JULEHA
DIY membangun kepercayaan masyarakat melalui keahlian teknis yang
terstandardisasi; dan (2) Cara JULEHA DIY menegosiasikan peran
kelembagaannya di hadapan regulasi pemerintah serta kebutuhan pasar industri
halal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus,
data diperoleh melalui pengamatan langsung pada kegiatan pelatihan dasar (Basic
Training) dan Apel Siaga Jagal, wawancara mendalam dengan pengurus, anggota,
peserta pelatihan, pelaku usaha pemotongan ayam, serta perwakilan Kementerian
Agama, disamping penelaahan dokumen standar kerja dan regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, JULEHA DIY
berhasil membangun otoritas keagamaan baru berbasis penguasaan sepuluh unit
kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 147
Tahun 2022 yang dipadukan dengan penguatan ibadah pribadi. Penerapan standar
ini membuktikan bahwa proses penyembelihan tidak hanya sah secara agama
(halal), tetapi juga bersih, sehat, dan bermutu tinggi (thayyib). Kedua, JULEHA
DIY berhasil menyesuaikan diri dengan melengkapi izin hukum resmi, menjalin
kerja sama pelatihan bersama Kementerian Agama dan Baznas, serta menggunakan
standar teknis yang netral untuk merangkul berbagai kelompok keagamaan.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama antara pemerintah dan
organisasi masyarakat sipil berbasis kompetensi serta dukungan sertifikasi bagi
pelaku usaha pemotongan skala kecil dan menengah.

Kata Kunci: JULEHA DIY, Otoritas Keagamaan, Penyembelihan Halal, SKKNI.
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MOTTO

“Talk Less Do More,
Sedikit Bicara Perbanyak Bekerja”

“Terkadang boleh menengok ke belakang untuk melihat saat kita merasakan
sakitnya saat jatuh, namun tak boleh terlalu lama terhanyut di dalamnya karena
sepercik sinar cerah perlu diperjuangkan ada di depan mata.”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Qs. Al-Insyirah : 5-6)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyusunan tesis ini saya akan mengkaji sebuah lembaga dakwah
Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa Yogyakarta (JULEHA DIY') yang merupakan
sebuah lembaga masyarakat sipil yang tumbuh dari kalangan masyarakat sendiri
dan bergerak di bidang pelatihan dan verifikasi juru sembelih hewan ternak.
JULEHA DIY dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakter yang cukup
unik dan berbeda dibandingkan lembaga keagamaan pada umumnya. Meskipun
berangkat dari bidang yang bersifat teknis dan profesional, organisasi ini mampu
berkembang secara bertahap menjadi salah satu rujukan dalam persoalan kehalalan
penyembelihan hewan. Posisinya bahkan mulai disejajarkan dengan lembaga-
lembaga keagamaan yang telah lebih dulu dikenal luas oleh masyarakat.

Fokus utama tesis ini adalah menjelaskan bagaimana sebuah organisasi yang
berbasis pada keahlian teknis dapat memperoleh pengakuan sebagai pemegang
otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan yang saya maksudkan disini tidak lahir
dari latar belakang sebagai ulama, keturunan tokoh agama, ataupun lembaga
pesantren. Sebaliknya, otoritas ini dibangun melalui pelatihan, sertifikasi, serta
berbagai praktik dan simbol keagamaan yang terus dipelihara oleh organisasi.
JULEHA DIY menjadi menarik untuk saya jadikan objek penelitian karena sumber

kepercayaannya tidak hanya berasal dari satu pihak. Organisasi ini memperoleh



pengakuan sekaligus dari ranah agama, pemerintahan, dan pasar, yang masing-
masing memiliki kepentingan dan tuntutan yang tidak selalu sama.

Selain itu, pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian
juga memiliki alasan tersendiri yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Yogyakarta
dikenal luas sebagai wilayah yang memiliki keragaman organisasi keagamaan yang
cukup tinggi, mulai dari organisasi besar yang telah lama berdiri hingga kelompok-
kelompok keagamaan yang lebih kecil namun memiliki pengaruh tersendiri di
tengah masyarakat. Kondisi semacam ini menciptakan ruang persaingan sekaligus
kerja sama antar berbagai pihak dalam memperebutkan pengakuan sebagai rujukan
keagamaan yang dipercaya oleh masyarakat luas. Dalam suasana seperti itu,
kehadiran JULEHA DIY menjadi semakin menarik untuk dicermati karena harus
bersaing dan menunjukkan keberadaannya di tengah lembaga-lembaga keagamaan
yang sudah lebih dahulu memiliki nama besar dan pengikut yang luas. Di sisi lain,
Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang memiliki banyak lembaga pendidikan
serta kalangan akademisi, sehingga tuntutan terhadap penjelasan ilmiah dan
pendekatan yang rasional terhadap suatu persoalan keagamaan cenderung lebih
tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.! Faktor-faktor tersebut membuat
JULEHA DIY perlu membangun kepercayaan tidak hanya melalui pendekatan
keagamaan semata, tetapi juga melalui pendekatan yang bersifat ilmiah dan
profesional, agar dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat yang beragam

latar belakangnya.

! Fuad Riyadi, “Peran Dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam,”
TAWAZUN :  Journal of Sharia Economic Law 6, no. 1 (July 2023): 157,
https://doi.org/10.21043/tawazun.v6il.21254.



Alasan lain yang menjadikan isu penelitian ini menarik untuk dibahas yaitu
karena adanya perubahan yang cukup besar tentang tata kelola jaminan produk halal
di Indonesia. Sejak dilakukannya pengesahan Undang-undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu berpindahnya kewenangan jaminan
produk halal yang semula ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) lalu bergeser
menjadi kewenangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Demikian juga adanya perubahan yang awalnya sertifikasi produk halal dilakukan
atas dasar sukarela, namun saat ini sertifikasi menjadi suatu kewajiban yang harus
dipenuhi oleh seluruh produk dan jasa yang ada di Indonesia, terutama dalam jasa
penyembelihan hewan.? Adanya perubahan yang cukup besar menciptakan
pertanyaan besar, apabila otoritas kegamaan terkait sertifikasi jaminan produk halal
sudah dipegang oleh BPJPH, lalu bagaimana JULEHA DIY mampu membangun
dan mempertahankan kepercayaan sebagai otoritas keagamaan, padahal organisasi
ini bukan bagian dari lembaga negara maupun ormas keagamaan yang sudah
mapan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena penelitian tentang tata
kelola halal di Indonesia selama ini lebih banyak membahas kebijakan dan lembaga
yang mengatur sertifikasi halal. Misalnya, perubahan sertifikasi halal dari yang
semula bersifat sukarela menjadi wajib, hubungan dan perbedaan standar sertifikasi
antara negara, lembaga keagamaan, dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan halal,

serta berbagai persoalan koordinasi antar lembaga. Namun, penelitian-penelitian

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub.
L. No. 33, Tahun 2014 Nomor 295 Lembaran Negara Republik Indonesia 40 (2014),
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014.



tersebut masih jarang membahas pihak yang berada langsung di lapangan dan
berperan langsung dalam memastikan penyembelihan hewan yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan halal, yaitu juru sembelih halal. Di sinilah JULEHA DIY menjadi
menarik untuk diteliti, karena organisasi ini membina, menyiapkan, dan
memverifikasi para juru sembelih yang bekerja langsung dalam proses
penyembelihan, sehingga memiliki peran penting dalam memastikan kehalalan
daging sejak tahap yang paling awal.

Meskipun memiliki peran strategis dalam menjaga kehalalan produk sejak
tahap penyembelihan, posisi JULEHA DIY sebagai aktor yang membentuk dan
menjalankan otoritas keagamaan di bidang penyembelihan halal masih relatif
jarang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Sebaliknya, perhatian para
peneliti selama ini lebih banyak diarahkan pada bentuk-bentuk otoritas keagamaan
Islam yang telah mapan. Kajian mengenai otoritas keagamaan Islam di Indonesia
sebenarnya telah berkembang cukup luas selama beberapa tahun terakhir. Berbagai
penelitian telah membahas bagaimana otoritas dibangun dan dipertahankan oleh
ulama, pesantren, organisasi keagamaan, lembaga fatwa, hingga dai di media
digital.’ Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan terus
mengalami perubahan seiring mengikuti dinamika sosial, politik, dan

perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, perhatian

3 Mardian Sulistyati, “Otoritas Keislaman Di Indonesia: Sebuah Pembacaan Ulang,” Studia Islamika
29, no. 1 (June 2022): 189-203, https://doi.org/10.36712/5di.v2911.24649; Moch. Khafidz Fuad
Raya, “Digital Islam: New Space for Authority and Religious Commodification among Islamic
Preachers in Contemporary Indonesia,” Contemporary Islam 19, no. 1 (April 2025): 161-94,
https://doi.org/10.1007/s11562-024-00570-z; Alexander R. Arifianto, “Rising Islamism and the
Struggle for Islamic Authority in Post- Reformasi Indonesia,” TRaNS: Trans -Regional and -
National Studies of Southeast Asia 8, no. 1 (May 2020): 37-50, https://doi.org/10.1017/trn.2019.10.



terhadap aktor yang memperoleh otoritas keagamaan melalui jalur kompetensi
profesional masih relatif terbatas. Penelitian selama ini lebih banyak melihat
otoritas sebagai sesuatu yang lahir dari kapasitas keilmuan agama, posisi
kelembagaan, atau pengaruh media. Masih sedikit penelitian yang menjelaskan
bagaimana otoritas keagamaan dapat tumbuh dari profesi teknis yang kemudian
memperoleh kepercayaan masyarakat melalui sertifikasi, standar kompetensi, dan
praktik profesional yang dijalankan sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, JULEHA DIY menjadi kasus yang menarik untuk
dikaji karena memperlihatkan bentuk otoritas keagamaan dengan cara yang berbeda
dari kebanyakan lembaga lain. Organisasi ini tidak berangkat dari tradisi
kepesantrenan, kiai, maupun lembaga fatwa, melainkan dari profesi juru sembelih
halal yang bersifat teknis. Melalui pelatihan, sertifikasi, kerja sama dengan berbagai
lembaga, serta penggunaan simbol-simbol keagamaan, JULEHA DIY membangun
dan memperkuat posisinya sebagai rujukan dalam praktik penyembelihan halal.
Oleh karena itu, konsep otoritas keagamaan digunakan sebagai kerangka analisis
yang paling sesuai untuk menjelaskan proses terbentuknya otoritas tersebut.

Klaim keagamaan JULEHA DIY tidak hanya terlihat dari kegiatan pelatihan
dan sertifikasi yang mereka selenggarakan, tetapi juga dari cara organisasi ini
memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Melalui media resminya, JULEHA
DIY tidak sekadar menyebut diri sebagai lembaga yang melatih juru sembelih halal
namun juga merupakan organisasi yang mengemban misi dakwah ynang
cangkupannya lebih luas lagi. Hal ini menunjukkan bahwa peran JULEHA DIY

tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga bersinggungan dengan



kepentingan negara melalui standar kompetensi serta kebutuhan pasar akan produk
halal yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.*

Posisi tersebut juga didukung oleh keahlian yang mumpuni dari para
pengurus dan pembinanya. JULEHA DIY melibatkan dokter hewan dan akademisi
bidang peternakan yang memiliki kualifikasi doktor sebagai bagian dari struktur
organisasinya. Selain itu, organisasi ini juga membuka kerja sama dengan lembaga
pemerintah maupun swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam
bidang pelatihan, pengembangan kompetensi, dan edukasi juru sembelih halal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan JULEHA DIY tidak terutama
dibangun melalui status sebagai lembaga keagamaan tradisional atau kedekatan
dengan pesantren sebagaimana sudah biasa terjadi pada lembaga keagamaan lain.
Sebaliknya, kepercayaan tersebut tumbuh dari penguasaan pengetahuan dan
keterampilan profesional yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan
secara berdampingan. Pola inilah yang diharapkan dapat menjadi fokus utama

pembahasan dan kajian dalam tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan dalam
dua pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana JULEHA DIY membangun otoritas keagamaan melalu

praktik penyembelihan halal?

4 JULEHA DIY, “JULEHA Jogja — Juru Sembelih Halal D.I. Yogyakarta,” JULEHA DIY,
https://julehadiy.org/.



2. Bagaimana JULEHA DIY dapat menegosiasikan otoritas keagamaan

tersebut dengan tuntutan pasar dan regulasi pemerintahan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis
bagaimana JULEHA DIY membangun otoritas keagamaan melalui praktik
penyembelihan halal, pelatihan, sertifikasi, serta berbagai kegiatan yang dijalankan
organisasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kompetensi
teknis dan nilai-nilai keagamaan dipadukan sehingga membentuk kepercayaan
masyarakat terhadap JULEHA DIY sebagai rujukan dalam praktik penyembelihan
halal.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana JULEHA
DIY menegosiasikan otoritas keagamaan tersebut di tengah tuntutan pasar dan
regulasi pemerintah. Penelitian ini mengkaji bagaimana organisasi menjaga
keseimbangan antara penerapan ajaran agama, pemenuhan standar yang ditetapkan
pemerintah, serta kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap layanan
penyembelihan halal yang profesional. Melalui proses tersebut, penelitian ini
berupaya menjelaskan bagaimana otoritas keagamaan JULEHA DIY terus
dibangun, dipertahankan, dan memperoleh pengakuan dari berbagai pihak.

2. Signifikansi Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian

tentang otoritas keagamaan Islam di Indonesia dengan menghadirkan objek

penelitian yang masih jarang mendapat perhatian, yaitu organisasi masyarakat sipil



yang membangun otoritas keagamaan melalui keahlian teknis dan praktik
profesional. Selama ini, kajian mengenai otoritas keagamaan lebih banyak berfokus
pada ulama, pesantren, organisasi keagamaan, atau lembaga fatwa. Penelitian ini
menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menunjukkan bahwa otoritas
keagamaan juga dapat tumbuh melalui proses pelatihan, sertifikasi, penguasaan
kompetensi, serta praktik profesional yang dijalankan secara berkelanjutan. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pembahasan mengenai
bentuk-bentuk baru otoritas keagamaan dalam perkembangan industri halal di
Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
beberapa pihak. Pertama, bagi BPJPH, Kementerian Agama, dan lembaga terkait
lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
menyusun kebijakan pembinaan juru sembelih halal yang tidak hanya
memperhatikan aspek teknis dan administrasi, tetapi juga memahami dinamika
sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Kedua, bagi JULEHA, baik
di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di daerah lain, penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam memperkuat peran organisasi
sebagai lembaga yang membangun kompetensi sekaligus kepercayaan masyarakat
terhadap praktik penyembelihan halal. Ketiga, bagi peneliti dan mahasiswa yang
menaruh perhatian pada studi Islam, sosiologi agama, maupun industri halal,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk memahami bagaimana
otoritas keagamaan dapat terbentuk melalui pertemuan antara nilai-nilai agama,

kompetensi profesional, regulasi pemerintah, dan kebutuhan pasar.



D. Kajian Pustaka

Untuk memetakan posisi penelitian ini di antara studi-studi terdadasar,
kajian pustaka saya kelompokkan ke dalam empat klaster tema: regulasi dan tata
kelola halal negara; problematika dasar penyembelihan halal; JULEHA sebagai
organisasi masyarakat sipil; serta konstruksi otoritas keagamaan dan
profesionalisasi. Pengelompokan ini disusun secara berjenjang, dari level makro-
kebijakan negara, turun ke level meso praktik operasional di rumah potong hewan,
kemudian ke level organisasi JULEHA secara spesifik, hingga ke level teori sosial
yang menjelaskan bagaimana otoritas dan profesionalisme terbentuk secara umum,
sebuah alur yang dimaksudkan untuk secara bertahap mempersempit fokus dari
konteks kebijakan nasional menuju objek dan kerangka teoretis spesifik penelitian.

Klaster pertama, tentang regulasi dan tata kelola halal negara,
direpresentasikan oleh kajian Faridah tentang sejarah dan implementasi sertifikasi
halal Indonesia pascaperalihan dari MUI ke BPJPH, yang menegaskan bahwa
perubahan dari rezim sukarela menjadi rezim wajib membentuk ulang relasi antara
negara, agama, dan pasar.’ Secara lebih rinci, Faridah memetakan mekanisme
sertifikasi yang dijalankan BPJPH ke dalam beberapa tahap birokratis, mulai dari
pengajuan permohonan oleh pelaku usaha, pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa
Halal, hingga penerbitan sertifikat, sebuah pemetaan yang menegaskan bahwa sejak
Undang-Undang Jaminan Produk Halal diberlakukan penuh pada 17 Oktober 2019,

otoritas keagamaan yang semula melekat pada Majelis Ulama Indonesia sebagai

5 Hayyun Durrotul Faridah, “Halal Certification in Indonesia; History, Development, and
Implementation,” Journal of Halal Product and Research 2, no. 2 (December 2019): 68,
https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78.
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organisasi masyarakat sipil beralih menjadi otoritas administratif negara yang
terstandardisasi. Prasetyanti, Surachman, dan Ciptagustia membaca ekosistem
bisnis sertifikasi halal sebagai jejaring multi-aktor yang melibatkan BPJPH, MUI,
lembaga pemeriksa halal, dan lembaga pendamping proses halal, dengan menyoroti
kerumitan skema sertifikasi mandiri bagi pelaku usaha berskala kecil.® Marnita
menunjukkan bahwa arah pengembangan ekosistem halal dalam kebijakan publik
Indonesia masih menuntut kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar
infrastruktur regulasi yang telah dibangun benar-benar berjalan efektif di lapangan.’
Lutfi, melalui tinjauan kritis atas kebijakan industri halal, mengungkap disharmoni
regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang menghambat
efektivitas implementasi Jaminan Produk Halal secara menyeluruh.® Hudaefi dan
Jaswir menambahkan dimensi tata kelola berlapis yang melibatkan negara, ulama,
dan pelaku industri, sementara Sahhari dan kawan-kawan menyoroti bahwa skema
sertifikasi mandiri, meski memperluas akses sertifikasi bagi UMKM, memunculkan
tantangan tersendiri dalam pengawasan mutusuatu produk.’ Klaster ini secara
keseluruhan memberikan konteks makro pada kebijakan y ang melatari penelitian

ini dan menegaskan bahwa tata kelola halal Indonesia sedang bergerak menuju

¢ Layung Anindya Prasetyanti, Eka Surachman, and Annisa Ciptagustia, “Halal Certification
Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis,” The International Journal
of Business Review (The Jobs Review) 8, mno. 1 (June 2025): 46-60,
https://doi.org/10.17509/tjr.v811.85795.

7 Marnita Marnita, “Directions for the Development of the Halal Ecosystem in Public Policy: A
Study of Islamic Law and Legislation in Indonesia,” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 2 (July
2024): 15677, https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.477.

8 Chairul Lutfi, “Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia,” Ascarya: Journal of Islamic
Science,  Culture, and  Social  Studies 5, mno. 1 (January 2025): 1-12,
https://doi.org/10.53754/iscs.v5i1.717.

° Fahmi Ali Hudaefi and Irwandi Jaswir, “HALAL GOVERNANCE IN INDONESIA: THEORY,
CURRENT PRACTICES, AND RELATED ISSUES,” Journal of Islamic Monetary Economics and
Finance 5, no. 1 (May 2019): 89116, https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049.



11

institusionalisasi negara yang lebih kuat. Meskipun keenam kajian ini berangkat
dari sudut pandang disiplin dan metode yang berbeda-beda, seluruhnya secara
implisit mengasumsikan bahwa aktor di titik dasar—termasuk juru sembelih dan
organisasi yang menaunginya—bersifat pasif menerima kebijakan yang diturunkan
dari pusat, sebuah asumsi yang justru akan diuji ulang oleh penelitian ini. Namun
klaster ini tidak menyentuh level mikro praktik penyembelihan maupun dinamika
organisasi juru sembelih di tingkat komunitas, sehingga tidak dapat menjelaskan
bagaimana aktor di titik dasar yaitu juru sembelih dan organisasinya untuk
merespons dan menegosiasikan tata kelola tersebut dalam praktik kesehariannya.

Tulisan pada buku kompilasi suntingan Ayang Utriza. Buku tersebut
menjelaskan bahwa jaminan halal di berbagai negara sering kali terjebak dalam
birokratisasi pemerintah dan kepentingan pasar/bisnis komersial semata. Di tengah
perdebatan tersebut, tesis ini menunjukkan bahwa gerakan Juleha DIY merupakan
inisiatif masyarakat sipil yang mencoba menawarkan konsep ‘'kesalehan
profesional'. Gerakan ini mengkritik sistem sertifikasi negara yang sering kali
hanya fokus pada dokumen administratif di atas kertas. Sebaliknya, Juleha
menekankan pentingnya moralitas dan kedisiplinan ibadah penyembelih secara
nyata langsung di tempat pemotongan hewan. '’

Klaster kedua, tentang problematika dasar penyembelihan halal, mencakup
riset Kementerian Agama tentang kompetensi juru sembelih di delapan provinsi

termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menunjukkan kesenjangan antara

10 Ayang Utriza Yakin dan Louis-Léon Christians (ed.), Rethinking Halal: Genealogy, Current
Trends, and New Interpretations, (Leiden: Brill, 2021), hlm. 45.
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sertifikasi kompetensi formal dan realitas praktik di lapangan.!! Abdallah, Rahem,
dan Pasqualone menunjukkan bahwa berbagai standar halal yang berlaku secara
internasional pada dasarnya berpijak pada prinsip syariat yang sama, namun
berbeda dalam detail penerapan operasional di rumah potong hewan, termasuk
perlakuan terhadap stunning, sehingga harmonisasi otoritas antarlembaga
sertifikasi menjadi isu sentral yang belum terpecahkan.!> Al-Mahmood dan Fraser
meneliti lembaga-lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat, menemukan bahwa
ketiadaan standar tunggal, risiko pemalsuan sertifikat, dan keterbatasan
kewenangan pengawasan lapangan merupakan tantangan struktural yang berulang
lintas yurisdiksi.!* Islam, Ab Talib, dan Muhamad, melalui sintesis tujuh puluh
enam artikel, memetakan heterogenitas standar, celah komunikasi antaraktor,
keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala rantai pasok sebagai tantangan

1.'* Rahman dan kawan-kawan

yang konsisten muncul dalam industri halal globa
memperluas diskusi ini dengan menyoroti dimensi etika Islam, kesejahteraan

hewan, ketertelusuran, dan kebutuhan mendesak akan pelatihan sumber daya

manusia dalam produksi dan konsumsi daging halal yang berkelanjutan.!® Voak,

' Tim Peneliti Bidang Haji, Umrah dan Produk Halal, Membuka Akses Juru Sembelih Memperoleh
Sertifikat Kompetensi Juru Sembelih Halal, Policy Brief Penelitian “Kompetensi Juru Sembelih
Halal di Indonesia” (2019), https://id.scribd.com/document/565251442/1596439079Policy-Brief-
Juru-Sembelih-Memperoleh-Sertifikat-Kompetensi-Juleha.

12 Ali Abdallah, Mohammed Abdel Rahem, and Antonella Pasqualone, “The Multiplicity of Halal
Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses,” Journal of Ethnic Foods 8, no. 1
(December 2021): 7, https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6.

3 Omar A. Al-Mahmood and Angela M. Fraser, “Perceived Challenges in Implementing Halal
Standards by Halal Certifying Bodies in the United States,” PLOS ONE 18, no. 8 (August 2023):
€0290774, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290774.

14 Mohammad Mominul Islam, Mohamed Syazwan Ab Talib, and Nazlida Muhamad, “Challenges
of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing,” Muslim Business and Economic
Review 2, no. 1 (July 2023): 105-24, https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156.

15 Md Mahfujur Rahman et al., “Navigating Moral Landscape: Islamic Ethical Choices and
Sustainability in Halal Meat Production and Consumption,” Discover Sustainability 5,no. 1 (August
2024): 225, https://doi.org/10.1007/s43621-024-00388-y.
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Fairman, dan Wahyuni memetakan kompetensi juru sembelih dan aktor rantai pasok
halal secara lebih rinci ke dalam empat dimensi, yaitu jaminan mutu, etika-sosial,
teknis-operasional, dan orientasi pasar, yang menunjukkan bahwa kompetensi juru
sembelih bukan semata soal keterampilan teknis, melainkan juga soal integritas etis
dan kepekaan pasar.!® Lusianti, Yasin, dan Ula meneliti rumah potong ayam
berskala individual, menunjukkan adanya celah jaminan halal yang cukup lebar
pada sistem penyembelihan informal dan menawarkan model prosedur operasional
standar yang memadukan aspek halal dan kesejahteraan hewan.!” Jika dibaca
bersama-sama, keenam kajian pada klaster ini memperlihatkan pergeseran fokus
yang menarik, dari sekadar mengevaluasi kesesuaian produk akhir dengan standar
syariat, menuju perhatian yang semakin besar terhadap kapasitas manusia di titik
pelaksana sebagai variabel penentu keberhasilan jaminan halal, sebuah pergeseran
yang menjadi pijakan penting bagi penelitian ini untuk masuk lebih dalam ke ranah
pembentukan kompetensi dan otoritas juru sembelih itu sendiri. Klaster ini secara
keseluruhan menegaskan urgensi empiris penelitian ini, karena memperlihatkan
bahwa persoalan utama di dasar rantai halal bukanlah definisi dasar kehalalan,
melainkan kesenjangan kompetensi, integritas rantai pasok, dan lemahnya prosedur
operasional standar pada level pelaksana. Namun demikian, klaster ini umumnya

menggunakan pendekatan manajemen risiko, evaluasi kompetensi teknis, atau

16 Adam Voak, Brian Fairman, and Hana Catur Wahyuni, “Halal Supply Chain Competencies: A
Framework for Human Capability Development,” Journal of Resilient Economies (ISSN: 2653-
1917) 3, no. 2 (December 2023), https://doi.org/10.25120/jre.3.2.2023.4021.

17 Dina Lusianti, Rozag Muhammad Yasin, and Ahmad Nilnal Munachifdlil *Ula, “Innovating Halal
Assurance in Individual Broiler Chicken Slaughterhouses: A Model for Ethical and Decentralized
Meat Processing,” IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 1 (April 2025): 145-66,
https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2597.
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evaluasi kebijakan berbasis dokumen, bukan pendekatan sosiologis yang
menempatkan komunitas penyembelih sebagai aktor sosial yang aktif membangun
otoritasnya sendiri.

Klaster ketiga, tentang JULEHA sebagai organisasi masyarakat sipil,
direpresentasikan oleh kajian Riyadi tentang peran dan kompetensi JULEHA dari
perspektif hukum Islam berdasarkan studi kasus Jawa Tengah, yang menegaskan
kepercayaan syar'i praktik penyembelihan yang dijalankan komunitas ini,'® serta
laporan Atha dan kawan-kawan tentang optimalisasi program pelatihan JULEHA
di Kalimantan Timur, yang menunjukkan bahwa pembinaan komunitas ini
berkontribusi pada peningkatan kualitas produk sekaligus kesejahteraan ekonomi
anggotanya.'” Kedua kajian ini merupakan studi paling dekat secara objek dengan
penelitian yang diusulkan, namun keduanya berhenti pada level deskripsi peran,
kompetensi teknis, dan dampak program pelatihan, belum menyentuh dimensi
sosiologis tentang bagaimana organisasi semacam ini membangun profesionalisme
dan otoritasnya sendiri secara berkelanjutan. Literatur perbandingan tentang
organisasi masyarakat sipil memperkaya lensa analitis untuk membaca fenomena
ini. Egholm, Heyse, dan Mourey, melalui tinjauan literatur yang luas, menegaskan
bahwa kepercayaan organisasi masyarakat sipil lebih tepat dipahami sebagai proses
relasional yang terus dibangun melalui interaksi dengan berbagai pemangku

kepentingan, bukan sekadar status hukum formal yang melekat begitu saja pada

18 Riyadi, “Peran Dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam.”

9 Nasruddin Atha et al., “Optimalisasi Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) Untuk
Meningkatkan Kualitas Produk Dan Kesejahteraan Masyarakat,” Jurnal SOLMA 13, no. 2 (August
2024): 709-24, https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.14924.
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sebuah organisasi.’® Rusfiana dan Kurniasih menjelaskan bahwa organisasi
masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya menjalankan kegiatannya sendiri, tetapi
juga berperan aktif menggerakkan partisipasi masyarakat, membangun kerja sama
dengan berbagai kelompok, serta menjalin hubungan dengan pemerintah untuk ikut
memengaruhi arah kebijakan publik.?! Kazanoglu dan Ketola, dalam konteks
negara Turki, memperlihatkan bagaimana kedekatan organisasi berbasis agama
dengan negara dapat membawa dampak ganda sekaligus, yaitu hubungan tersebut
memudahkan organisasi memperoleh dukungan dan terlibat dalam penyusunan
kebijakan. Namun, di sisi lain, kedekatan yang terlalu kuat juga dapat mengurangi
kemandirian organisasi dalam menjalankan peran dan mengambil keputusan.??
Sebaliknya, Kamilsoy menunjukkan bahwa ketika negara menerapkan aturan yang
terlalu ketat, organisasi masyarakat dapat mengembangkan cara-cara baru untuk
tetap menjalankan kegiatannya tanpa bergantung secara langsung pada kontrol
negara.”’ Benang merah dari keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa
kepercayaan organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi berbasis keagamaan,
tidak terbentuk sekali jadi ketika organisasi memperoleh pengakuan hukum.

Kepercayaan harus terus dibangun dan dipertahankan melalui hubungan dengan

20 Liv Egholm, Liesbet Heyse, and Damien Mourey, “Civil Society Organizations: The Site of
Legitimizing the Common Good—a Literature Review,” Voluntas: International Journal of
Voluntary — and  Nomprofit  Organizations 31, mno. 1 (February 2020): 1-18,
https://doi.org/10.1007/s11266-019-00171-y.

2'Yudi Rusfiana and Dewi Kurniasih, “The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social
and Political Change in Indonesia,” Journal of Ethnic and Cultural Studies 11, no. 3 (August 2024):
187-206, https://doi.org/10.29333/ejecs/2154.

22 Nazh Kazanoglu and Markus Ketola, “Understanding the Moral Economy of State-Civil Society
Relationships: Islam, Women’s NGOs and Rights-Based Advocacy in Turkey,” Turkish Studies 23,
no. 4 (August 2022): 600—622, https://doi.org/10.1080/14683849.2022.2033118.

2 Najmin Kamilsoy, “Unintended Transformation? Organizational Responses to Regulative
Crackdown on Civil Society in Azerbaijan,” Southeast European and Black Sea Studies 25, no. 2
(April 2025): 229-48, https://doi.org/10.1080/14683857.2023.2243698.
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pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Meskipun keempat penelitian
tersebut memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana organisasi
keagamaan membangun kepercayaan dan menjaga kemandiriannya, belum ada
yang mengkaji organisasi penyembelih halal di Indonesia sebagai objek penelitian.
Oleh karena itu, penerapan kerangka tersebut pada kasus JULEHA DIY diharapkan
dapat memberikan kontribusi baru, baik dalam memperkaya temuan empiris
maupun dalam pengembangan kajian teoretis mengenai organisasi keagamaan dan
industri halal.

Klaster keempat, tentangpustaka teoretis sosial dan antropologi agama yang
menjadi pijakan utama untuk membedah bagaimana kepercayaan keagamaan
dibentuk, ditransformasikan, serta diintegrasikan dengan mekanisme pasar. Klaster
ini secara khusus membahas literatur tentang tipologi otoritas Weberian,
pengembangannya dalam lanskap keagamaan Islam oleh Ismail Fajrie Alatas dan
para peneliti otoritas keagamaan kontemporer,®* serta literatur mengenai Market
Islam atau relasi agama dan pasar yang dirintis oleh Daromir Rudnyckyj dan para
peneliti ekonomi Islam sosial.”® Pembahasan pada klaster ini disiapkan sebagai
fondasi konseptual yang menghubungkan kerja-kerja teknis penyembelihan dengan
analisis proses pembentukan otoritas keagamaan pada Bab III serta dinamika
negosiasi pasar dan negara pada Bab IV. Gagasan mendasar mengenai bagaimana
masyarakat memberikan kepatuhan dan kepercayaan berpijak pada tipologi otoritas

Max Weber. Weber mengklasifikasikan otoritas ke dalam tiga tipe ideal, yaitu

24 Ismail Fajrie Alatas, What Is Religious Authority? Cultivating Islamic Communities in Indonesia,
Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press, 2021).

25 Daromir Rudnyckyj, “Market Islam in Indonesia,” Journal of the Royal Anthropological Institute
15, no. s1 (May 2009), https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2009.01549 x.
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otoritas tradisional yang bersumber dari kebiasaan lama atau garis keturunan,
otoritas karismatik yang lahir dari pengakuan atas keistimewaan pribadi atau
kedudukan spiritual seseorang, serta otoritas rasional-legal yang bertumpu pada
aturan tertulis, Prosedur Operasional Standar (SOP), hukum resmi, dan kompetensi
yang diuji secara sistematis. Dalam konteks kajian organisasi dan birokrasi, Sager
dan Rosser menegaskan bahwa otoritas rasional-legal Weberian bekerja melalui
objektifikasi aturan dan netralitas kompetensi, di mana kredibilitas seseorang
ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar terukur, bukan oleh status
personalnya.?¢

Dalam lanskap studi Islam kontemporer, tipologi Weberian tersebut
dikembangkan secara spesifik oleh Ismail Fajrie Alatas. Alatas menjelaskan bahwa
otoritas keagamaan dalam Islam bukanlah sesuatu yang otomatis atau dimiliki
secara alami oleh seseorang atau sebuah lembaga. Otoritas tersebut merupakan hasil
dari sebuah proses sosial yang harus terus-menerus dibangun, dipelihara, dan
diperjuangkan melalui kerja-kerja keorganisasian, pengajaran, pemeliharaan ikatan
komunitas, serta penguatan hubungan dengan jaringan keagamaan secara
berkelanjutan. Gagasan ini sangat relevan untuk memahami JULEHA DIY, di mana
otoritas keagamaan yang dimiliki organisasi ini tidak muncul begitu saja setelah
memperoleh pengakuan formal, melainkan terus dibentuk dan dipertahankan

melalui berbagai kegiatan yang menghubungkan kemampuan teknis dalam

26 Fritz Sager and Christian Rosser, “Weberian Bureaucracy,” in Oxford Research Encyclopedia of
Politics, by Fritz Sager and Christian Rosser (Oxford University Press, 2021),
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.166.



18

penyembelihan halal dengan nilai-nilai dan ajaran keagamaan yang menjadi
landasannya.

Sejalan dengan pemikiran Alatas, sejumlah peneliti memperlihatkan
bagaimana otoritas keagamaan di Indonesia dan dunia Islam mengalami pergeseran
seiring berkembangnya masyarakat perkotaan dan teknologi. Saputra dan Triantoro
menunjukkan bahwa masyarakat Muslim perkotaan yang heterogen semakin
cenderung mencari panduan keagamaan yang pragmatis, aplikatif, dan menawarkan
kepastian hukum legal-rasional.?” Sulistyati serta Arifianto menguatkan hal ini
dengan menjelaskan bahwa institusionalisasi regulasi negara melahirkan aktor-
aktor keagamaan baru di luar jalur tradisional yang membawa standar metodologis
terukur.?® Berger dan Golan menjelaskan bahwa masyarakat menilai apakah
seseorang atau suatu lembaga layak dipercaya sebagai sumber pengetahuan
keagamaan berdasarkan tingkat kredibilitas, kompetensi, konsistensi, dan rekam
jejak yang dimilikinya.”” Sementara itu, Lipkova menjelaskan bahwa otoritas
keagamaan dapat dibangun dan dipertahankan dalam kelompok yang tidak
memiliki struktur kaku melalui pola hubungan yang lebih bersifat kekeluargaan dan

mengedepankan kesetaraan.>

27 Eko Saputra and Dony Arung Triantoro, “URBAN MUSLIM YOUTH, PENGAIJIAN
COMMUNITIES AND SOCIAL MEDIA: FRAGMENTATION OF RELIGIOUS AUTHORITIES
IN INDONESIA,” Al-Qalam 27, no. 2 (December 2021): 335,
https://doi.org/10.31969/alq.v27i2.1004.

28 Sulistyati, “Otoritas Keislaman Di Indonesia.”

2 Akiva Berger and Oren Golan, “Online Religious Learning: Digital Epistemic Authority and Self-
Socialization in Religious Communities,” Learning, Media and Technology 49, no. 2 (April 2024):
274-89, https://doi.org/10.1080/17439884.2023.2169833.

30 Helena Lipkovd, “In Search of Spiritual Authority: The Agile Spiritual Leadership Challenge,”
Journal  of Media and  Religion 24, no. 1 (January  2025):  33-48,
https://doi.org/10.1080/15348423.2024.2447122.
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Di sisi lain, untuk membaca bagaimana praktik keagamaan berinteraksi
dengan struktur ekonomi modern, literatur mengenai Market Islam (Pasar Islam)
dari Daromir Rudnyckyj menjadi rujukan sentral. Rudnyckyj menjelaskan bahwa
Market Islam merujuk pada fenomena di mana etika, ketaatan, dan praktik
keagamaan Islam diintegrasikan secara selaras dengan prinsip-prinsip manajemen
modern, rasionalitas ekonomi, efisiensi kerja, dan tuntutan pasar. Diskusi mengenai
relasi agama dan pasar ini diperluas oleh Frangois Gauthier melalui konsep
"halalisasi Islam,"*! di mana prinsip kehalalan berkembang menjadi standar mutu
global yang dikonsumsi oleh kelas menengah perkotaan, serta Millie dan Baulch
yang menunjukkan bahwa konsumerisme Islam menuntut produk dan jasa yang
memenuhi ekspektasi profesionalitas modern.*? Dalam konteks tata kelola global,
Liu menyumbangkan konsep kepercayaan komunikatif dan strategi kepatuhan yang

1,* sementara Salam dan kawan-kawan

dimediation oleh aktor masyarakat sipi
menegaskan peran ulama, pelatih halal, dan badan akreditasi dalam pencarian
standardisasi jaminan halal global.**

Kerangka-kerangka ini secara konsisten menegaskan bahwa otoritas dan

kepercayaan keagamaan kontemporer dibentuk melalui perpaduan keahlian teknis,

jejaring sosial, tuntutan pasar, dan pengaturan kelembagaan. Namun demikian,

31 Frangois Gauthier, “The Halalisation of Islam,” Sociology of Islam 9, no. 2 (September 2021):
131-51, https://doi.org/10.1163/22131418-00902003.

32 Julian Millie and Emma Baulch, “Beyond the Middle Classes, Beyond New Media: The Politics
of Islamic Consumerism in Indonesia,” Asian Studies Review 48, no. 1 (January 2024): 1-18,
https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2291103.

33 Diyi Liu, “The Balancing Acts: Communicating Legitimacy in Global Speech Governance,”
Social ~ Media +  Society 11, mno. 2  (April 2025): 20563051251340855,
https://doi.org/10.1177/20563051251340855.

34 Sadath Salam et al., “Halal Industry and Standardization,” Ekonomski Izazovi 12, no. 24 (2023):
20-30, https://doi.org/10.5937/Ekolzazov2324020S.
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sejauh penelusuran penulis, belum ada satu pun kajian yang mengaplikasikan
kerangka-kerangka ini secara bersamaan pada objek JULEHA atau organisasi
penyembelih halal manapun di Indonesia. Ketiadaan ini semakin terasa mengingat
objek JULEHA DIY sesungguhnya menghadirkan kombinasi yang jarang
ditemukan pada objek penelitian lain, yakni sebuah komunitas praktisi teknis yang
sekaligus aktif memproduksi kepercayaan keagamaan bagi dirinya sendiri di tengah
pusaran pasar Islam dan regulasi negara, bukan sekadar menerima kepercayaan
tersebut dari lembaga keagamaan yang sudah mapan.

Dari pemetaan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang
JULEHA sejauh ini terkonsentrasi pada level deskriptif-normatif, penelitian tentang
kebijakan halal terkonsentrasi pada level regulasi dan tata kelola ekonomi,
sementara penelitian tentang otoritas keagamaan dan relasi pasar cenderung
dilakukan pada objek lain. Kesenjangan ini bertahan karena studi kebijakan
cenderung berbasis dokumen tingkat pusat, sementara studi otoritas keagamaan
cenderung berbasis teori sosial umum atau konteks digital, bukan komunitas profesi
halal yang bekerja langsung di titik penyembelihan. Akibatnya, jembatan antara
praktik penyembelihan operasional, pembentukan otoritas keagamaan rasional-
legal, dan integrasi pasar Islam belum banyak dikaji secara empiris. Kesenjangan
inilah yang berusaha dijembatani oleh penelitian ini, dengan menempatkan
JULEHA DIY sebagai titik temu yang memungkinkan pembacaan sosiologis atas
praktik penyembelihan halal sekaligus proses pembentukan otoritas keagamaan dan

negosiasi pasar yang menyertainya.
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Titik temu dari kelompok kajian tersebut terletak pada persoalan mendasar
mengenai bagaimana sebuah komunitas teknis-keagamaan seperti JULEHA DIY
mengelola dan menjalankan berbagai peran sosial secara bersamaan di tengah
dinamika masyarakat kontemporer. Di satu sisi, organisasi ini secara konsisten
menerapkan standar penyembelihan halal yang ketat serta berupaya meningkatkan
kapasitas dan kompetensi para anggotanya melalui serangkaian program pelatihan
yang terstruktur. Di sisi lain, JULEHA DIY tidak sekadar berfokus pada dimensi
operasional semata, melainkan juga secara proaktif membangun kepercayaan
publik serta terus-menerus menegosiasikan posisi kelembagaannya dengan
berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku pasar, hingga
lembaga-lembaga keagamaan yang telah lebih dahulu mapan. Ruang perjumpaan
dan negosiasi yang kompleks inilah yang menjadi fokus serta dinamika utama yang
dikaji dalam penelitian ini.

Berangkat dari fokus pembahasan tersebut, penelitian ini menawarkan nilai
kebaruan (novelty) yang signifikan yang terbagi ke dalam tiga aspek utama.
Pertama, dari sisi objek kajian, penelitian ini tidak hanya memandang JULEHA
DIY secara sempit sebagai institusi penyelenggara pelatihan penyembelihan halal
teknis biasa, melainkan menempatkannya sebagai sebuah organisasi masyarakat
sipil yang berperan aktif dalam membidani dan membangun bentuk otoritas
keagamaan baru melalui strategi standardisasi kompetensi teknis yang terukur. Dari
sisi teoretis, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memadukan sosiologi
otoritas Weberian yang dikembangkan oleh Ismail Fajrie Alatas serta teori Market

Islam dari Daromir Rudnyckyj secara bersamaan dan terintegrasi. Kombinasi
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teoretis ini memungkinkan analisis yang lebih tajam dalam membedah proses
pembentukan legitimasi keagamaan secara internal sekaligus menjelaskan
bagaimana proses negosiasi eksternal dilakukan di hadapan regulasi birokrasi
negara dan tuntutan efisiensi pasar.

E. Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan dua teori utama yang saling melengkapi, serta
satu perspektif tambahan yang berfungsi sebagai penghubung di antara keduanya.
Teori pertama adalah teori sosiologi otoritas Max Weber yang dikembangkan secara
spesifik oleh Ismail Fajrie Alatas dalam konteks otoritas keagamaan Islam.
Sementara landasan teoretis kedua memanfaatkan teori Pasar Islam (Market Islam)
yang dirumuskan oleh Daromir Rudnyckyj untuk membedah interaksi antara nilai-
nilai keagamaan, regulasi negara, dan mekanisme ekonomi. Kedua kerangka ini
digunakan untuk membedah bagaimana Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa
Yogyakarta (JULEHA DIY) membangun legitimasi keagamaan berbasis
kompetensi teknis sekaligus menegosiasikannya di tengah dinamika industri dan
regulasi pemerintah.

Guna memahami bagaimana JULEHA DIY dapat diterima dan dipercaya
oleh masyarakat luas, penelitian ini mengawalinya dengan konsep otoritas Max
Weber. Weber membagi dasar kepatuhan dan kepercayaan masyarakat ke dalam tiga
tipe utama. Tipe pertama adalah otoritas tradisional, yaitu kepatuhan yang
didasarkan pada ikatan tradisi, kebiasaan lama yang diwariskan secara turun-
temurun, atau garis keturunan, seperti sosok jagal senior yang dipercaya warga

semata-mata karena pengalaman bertahun-tahun atau mewarisi profesi



23

keluarganya. Tipe kedua adalah otoritas karismatik, yaitu kepatuhan yang lahir dari
pengakuan masyarakat terhadap kesucian, keberkahan, atau ketagwaan pribadi
seseorang, sebagaimana yang lazim melekat pada figur kiai atau ulama pengasuh
pesantren. Tipe ketiga adalah otoritas rasional-legal, yaitu kepatuhan dan
kepercayaan yang didasarkan pada aturan tertulis, prosedur formal, hukum resmi
negara, serta kompetensi teknis yang diuji dan dibuktikan secara rasional. Kerangka
otoritas Weberian tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam kajian
sosiologi keagamaan Islam oleh Ismail Fajrie Alatas.

Dalam teori Alatas, otoritas keagamaan dalam Islam bukanlah sesuatu yang
otomatis dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga. Otoritas tersebut dibangun
melalui proses yang berlangsung terus-menerus untuk memperoleh, menjaga, dan
memperkuat kepercayaan masyarakat. Proses ini dilakukan dengan menunjukkan
penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan, menyebarkan pengetahuan tersebut
kepada masyarakat, terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan dan praktik
keagamaan, serta membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan
berbagai kelompok dan jaringan sosial. Dengan demikian, otoritas keagamaan
dipahami sebagai sesuatu yang terus dibentuk dan dipertahankan melalui praktik
nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar karena status, jabatan, atau
pengakuan formal..’> Kerangka ini digunakan untuk membaca bagaimana
penguasaan teknis penyembelihan halal oleh anggota JULEHA DIY, yang pada
mulanya tampak sebagai keahlian praktis semata, dapat berubah menjadi basis

kepercayaan keagamaan baru bagi individu maupun organisasi.

35 Alatas, What Is Religious Authority?
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Pemikiran Alatas di sini ditarik sebagai turunan dan pengembangan
langsung dari kerangka Weber. Jika Weber menyediakan peta konsep mengenai
pergeseran dasar kepercayaan masyarakat dari bentuk yang semula hanya bersifat
tradisional dan karismatik bertambah pada bentuk rasional-legal, maka Alatas
menjelaskan mekanisme konkret bagaimana legitimasi keagamaan tersebut
dibangun dan dioperasionalkan di lapangan. Dalam hal ini, JULEHA DIY
memanfaatkan instrumen rasional-legal berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Nomor 147 Tahun 2022 dan sertifikasi resmi Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP). Penguasaan kemampuan teknis yang teruji ini—seperti
ketajaman pisau, teknik merebahkan hewan secara halus (animal welfare),
pemotongan empat saluran leher, dan pemeriksaan kematian sempurna (hayat
mustaqirrah)—kemudian dimaknai dan dikemas ulang oleh organisasi sebagai
bentuk keahlian keagamaan yang sah. Dipadukan dengan penguatan spiritualitas
pribadi penyembelih, seperti kedisiplinan shalat lima waktu dan kesucian wudhu,
JULEHA DIY berhasil membentuk pola otoritas keagamaan baru yang terukur dan
diakui oleh masyarakat, masjid, maupun institusi negara.

Selanjutnya, untuk membedah dinamika JULEHA DIY dalam ekosistem
industri halal pada Bab IV, penelitian ini mengoperasionalkan teori Pasar Islam
(Market Islam) dari Daromir Rudnyckyj.*® Rudnyckyj menjelaskan bahwa Pasar
Islam merujuk pada fenomena sosial-ekonomi di mana nilai-nilai, etika, dan praktik
keagamaan Islam dipadukan secara selaras dengan prinsip-prinsip manajemen

modern, efisiensi pasar, standardisasi, serta profesionalisme kerja. Dalam kerangka

3¢ Rudnyckyj, “Market Islam in Indonesia.”



25

Pasar Islam, ketaatan beragama dan nilai-nilai kesalehan tidak lagi dipandang
berlawanan dengan rasionalitas ekonomi pasar, melainkan saling menopang dan
menguatkan satu sama lain. Kerangka Rudnyckyj ini digunakan secara khusus
untuk menganalisis bagaimana JULEHA DIY beroperasi di tengah berlakunya
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang
mewajibkan sertifikasi halal secara menyeluruh. Industri pangan dan pasar Muslim
perkotaan menuntut adanya kepastian halal yang terukur, higienis, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, JULEHA DIY hadir
memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan mentransformasikan keahlian
menyembelih dari sekadar pekerjaan kasar menjadi keterampilan profesional
bernilai ekonomi yang dibutuhkan oleh Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah
Potong Ayam (RPA), dan pelaku usaha kuliner. Melalui kerja sama satu pintu
dengan institusi negara seperti Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas), JULEHA DIY menjadikan standar keahlian teknis sebagai
komoditas keterampilan yang responsif terhadap regulasi pemerintah sekaligus
kebutuhan bisnis pasar tanpa mengorbankan nilai-nilai esensial ajaran Islam.
Pengoperasionalan kedua kerangka teoretis di atas dilakukan secara
berjenjang dan saling menopang dalam seluruh alur analisis Tesis ini. Kerangka
Weber dan Alatas difokuskan pada analisis pergeseran cara pandang masyarakat
Yogyakarta khususnya pada forum tertentu serta proses internal JULEHA DIY
dalam mentransformasi keahlian teknis menyembelih menjadi basis otoritas
keagamaan baru berbasis kompetensi rasional-legal. Sementara itu, kerangka Pasar

Islam Rudnyckyj digunakan secara khusus untuk menganalisis relasi eksternal
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JULEHA DIY dengan negara dan pasar, membedah bagaimana otoritas keagamaan
yang telah terbangun kemudian dinegosiasikan dengan aturan wajib sertifikasi halal
pemerintah, kebutuhan pelaku usaha, serta dinamika ekonomi halal perkotaan.’’
Dengan memadukan teori otoritas Weber-Alatas dan teori Pasar Islam Rudnyckyj,
penelitian ini mampu menjelaskan fenomena JULEHA DIY secara utuh, baik dari
sudut pandang pembentukan otoritas keagamaan internal maupun dari sudut
pandang negosiasi kelembagaan di dalam ekosistem industri halal.

F. Metode Penelitian

Untuk membedah topik ini, penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian
ini tidak bertujuan mengukur hubungan antarvariabel, melainkan memahami secara
mendalam proses terbentuknya otoritas keagamaan dalam sebuah organisasi
masyarakat sipil yang bergerak di bidang penyembelihan halal. Sementara itu,
desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu,
yaitu Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa Yogyakarta (JULEHA DIY), sehingga
memungkinkan peneliti memahami fenomena tersebut secara utuh sesuai dengan
konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah JULEHA DIY sebagai organisasi
yang bergerak dalam pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi juru sembelih halal.
Organisasi ini dipilih karena memiliki batas organisasi yang jelas, sekaligus
memperlihatkan proses sosial yang kompleks dalam membangun kompetensi

profesional dan otoritas keagamaan. Penelitian dilaksanakan pada berbagai

37 Rudnyckyj, “Market Islam in Indonesia.”
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kegiatan yang diselenggarakan JULEHA DIY, terutama kegiatan Apel Siaga Jagal
serta Basic Training Juru Sembelih Halal, karena kedua kegiatan tersebut menjadi
ruang utama berlangsungnya proses pelatihan, pembentukan kompetensi, serta
interaksi antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan
studi dokumentasi. Akses kepada informan diawali dengan menghubungi kontak
resmi JULEHA DIY yang tercantum pada situs web organisasi. Melalui komunikasi
tersebut, peneliti diarahkan untuk berkoordinasi dengan salah seorang pengurus
JULEHA DIY, yaitu Bapak Bagus. Wawancara awal dilaksanakan pada 14 Mei
2026 di sekretariat JULEHA DIY untuk memperoleh gambaran mengenai sejarah
organisasi, struktur kelembagaan, program pelatihan, serta aktivitas organisasi
dalam membangun kompetensi juru sembelih halal.

Setelah wawancara awal, peneliti mengikuti kegiatan Apel Siaga Jagal yang
dilaksanakan pada 16-17 Mei 2026. Pada kegiatan tersebut peneliti melakukan
observasi partisipatif terhadap rangkaian kegiatan organisasi berupa praktik
menyembelih, pengajian dauroh, sekaligus mewawancarai beberapa pengurus dan
anggota aktif JULEHA DIY. Observasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti
untuk memahami secara langsung dinamika organisasi, pola interaksi antaranggota,
serta praktik yang dijalankan dalam membangun kepercayaan dan otoritas
keagamaan.

Pengumpulan data kemudian dilanjutkan melalui keikutsertaan peneliti

dalam Basic Training Juru Sembelih Halal yang diselenggarakan oleh Kementerian
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Agama Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan JULEHA DIY pada 20 Mei
2026. Pada kegiatan ini peneliti mengamati proses pelatihan, melakukan
wawancara dengan perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, serta
beberapa peserta pelatihan yang berasal dari latar belakang berbeda, termasuk
pelaku usaha Rumah Potong Ayam (RPA). Selain itu, peneliti memperoleh
dokumen materi pelatihan berupa modul yang memuat sepuluh unit kompetensi
Juru Sembelih Halal yang digunakan sebagai salah satu sumber data penelitian.

Untuk memperdalam sekaligus mengklarifikasi hasil temuan lapangan,
peneliti kembali melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Bagus pada 2 Juli
2026. Selain data hasil wawancara dan observasi, penelitian ini juga memanfaatkan
berbagai dokumen organisasi, seperti materi pelatihan, profil kelembagaan, serta
informasi yang dipublikasikan melalui situs web dan akun Instagram resmi
JULEHA DIY. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, regulasi, serta
dokumen lain yang berkaitan dengan penyembelihan halal, profesionalisme, dan
otoritas keagamaan.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
memilih informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap
fokus penelitian. Informan terdiri atas pengurus JULEHA DIY, anggota aktif,
peserta pelatihan, serta perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.
Pemilihan informan dilakukan agar data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak
yang memahami secara langsung proses pembentukan otoritas keagamaan,
pelaksanaan pelatihan, serta hubungan JULEHA DIY dengan berbagai pemangku

kepentingan. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal, tetapi disesuaikan
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dengan kebutuhan penelitian hingga informasi yang diperoleh dianggap telah
memadai dan tidak lagi menghasilkan temuan baru.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Proses
analisis diawali dengan menelaah seluruh hasil wawancara, catatan observasi, dan
dokumen penelitian, kemudian melakukan reduksi data dengan memilih informasi
yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam
tema-tema yang berkaitan dengan proses pembentukan otoritas keagamaan dan
negosiasi otoritas tersebut dengan tuntutan regulasi pemerintah serta kebutuhan
pasar. Tema-tema yang telah terbentuk kemudian dianalisis menggunakan kerangka
teori otoritas keagamaan dari Ismail Fajrie Alatas sehingga menghasilkan
pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi
sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan informasi yang diperoleh dari pengurus JULEHA DIY, anggota,
peserta pelatihan, dan perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.
Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil

wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian ini,
sistematika pembahasan disusun sebagai berikut.

Secara keseluruhan, pembahasan dalam penelitian ini dirangkai ke dalam
empat bab yang saling berkaitan. Bab I (Pendadasaran) menjadi fondasi awal yang

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi
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penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, hingga sistematika
pembahasan ini sendiri. Bab ini menjadi landasan awal untuk menjelaskan alasan
pemilihan JULEHA DIY sebagai objek penelitian sekaligus menjelaskan
pentingnya mengkaji pembentukan otoritas keagamaan dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya, Bab II membahas proses pembentukan otoritas keagamaan di
JULEHA DIY melalui praktik penyembelihan halal. Pembahasan diawali dengan
gambaran mengenai profil organisasi, sejarah berdirinya, struktur kepengurusan,
serta program-program yang dijalankan. Selanjutnya, bab ini menguraikan
bagaimana pelatihan, sertifikasi, penerapan standar kompetensi, praktik
penyembelihan halal, serta berbagai aktivitas organisasi menjadi sarana untuk
membangun kompetensi profesional sekaligus memperoleh kepercayaan
keagamaan di tengah masyarakat.

Masuk ke Bab III, membahas proses pembentukan otoritas keagamaan
JULEHA DIY melalui praktik penyembelihan halal. Analisis difokuskan pada
bagaimana organisasi membangun kepercayaan melalui pelatihan, sertifikasi,
penerapan standar kompetensi, praktik penyembelihan, penggunaan simbol-simbol
keagamaan, serta berbagai aktivitas yang membentuk kepercayaan masyarakat
terhadap JULEHA DIY sebagai rujukan dalam penyembelihan halal.

Selanjutnya Bab IV membahas bagaimana JULEHA DIY menegosiasikan
otoritas keagamaan yang telah dibangun dengan berbagai pihak di luar organisasi,
khususnya negara dan pasar. Bab ini menganalisis hubungan JULEHA DIY dengan
BPJPH, Kementerian Agama, pelaku usaha, rumah potong hewan, serta pihak-

pithak lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan penyembelihan halal.
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Selain itu, bab ini juga mengkaji strategi organisasi dalam mempertahankan
kepercayaan dan kepercayaan masyarakat di tengah tuntutan regulasi pemerintah
serta kebutuhan industri halal yang terus berkembang.

Rangkaian pembahasan ini kemudian ditutup pada Bab V (Penutup) yang
berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran
bagi pengembangan penelitian selanjutnya maupun bagi lembaga-lembaga yang

berkaitan dengan pembinaan juru sembelih halal di Indonesia.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai pembentukan otoritas
keagamaan dan profesionalisasi pada organisasi Juru Sembelih Halal Daerah
Istimewa Yogyakarta (JULEHA DIY), penelitian ini menyimpulkan dua temuan
utama. Temuan pertama menunjukkan bahwa JULEHA DIY berhasil membangun
bentuk otoritas keagamaan baru di tengah masyarakat melalui perpaduan antara
standar keterampilan teknis dan peneguhan nilai-nilai ibadah. Kepercayaan
masyarakat terhadap JULEHA DIY tidak lahir dari jalur keagamaan tradisional,
seperti garis keturunan kiai atau lulusan pesantren, melainkan tumbuh dari
penguasaan keahlian menyembelih yang teruji dan diakui secara resmi. Melalui
penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 147
Tahun 2022, JULEHA DIY mengubah pekerjaan jagal yang semula dianggap
sebagai pekerjaan informal berbasis kebiasaan menjadi profesi bersertifikat yang
terukur. Keahlian ini dibuktikan lewat sepuluh keterampilan dasar, mulai dari
penggunaan pisau baja yang tajam dan higienis, teknik merebahkan hewan secara
lembut tanpa menyiksa, pemotongan empat saluran leher secara sempurna, hingga
verifikasi kematian hewan secara pasti sebelum dikuliti. Pada saat yang sama,
JULEHA DIY mewajibkan para penyembelih untuk menjaga ibadah pribadinya,
terutama kedisiplinan salat lima waktu dan bersuci. Perpaduan ini membuktikan

bahwa proses penyembelihan yang dilakukan JULEHA DIY tidak hanya sekadar
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sah menurut ajaran agama (halal), tetapi juga memenuhi standar kebersihan,
kesehatan, dan mutu pangan yang tinggi (thayyib).

Temuan kedua memperlihatkan bahwa JULEHA DIY mampu
menyesuaikan diri dan menegosiasikan peran organisasinya di hadapan aturan
jaminan produk halal dari pemerintah serta kebutuhan pasar industri pangan. Untuk
memenuhi aturan hukum negara pasca-berlakunya Undang-Undang Jaminan
Produk Halal, JULEHA DIY melengkapi izin resminya di kementerian terkait dan
menjalin kemitraan strategis satu pintu dalam penyelenggaraan pelatihan bersama
Kementerian Agama dan Baznas di tingkat daerah. Di sisi lain, JULEHA DIY
membantu memenuhi kebutuhan rumah potong hewan dan para pelaku usaha akan
tenaga penyembelih yang terampil dan bersertifikat. Selain itu, dengan menjadikan
SKKNI sebagai landasan kerja yang bersifat netral, JULEHA DIY berhasil
meredam prasangka kelompok keagamaan serta merangkul berbagai elemen
masyarakat, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan masyarakat
umum. Hal ini membuat kehadiran JULEHA DIY dapat diterima secara luas

sebagai acuan utama dalam penyembelihan halal di seluruh wilayah Yogyakarta.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini,
peneliti menyampaikan beberapa saran yang mencakup dimensi akademis maupun
praktis. Penelitian ini menyampaikan saran akademis dan praktis yang disusun
dalam bentuk rekomendasi keberlanjutan. Dari sisi akademis, penelitian
selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian secara komparatif dengan

membandingkan dinamika organisasi JULEHA di wilayah lain di luar Daerah
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Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakter budaya dan lanskap keagamaan
berbeda. Selain itu, diperlukan pula studi pengamatan lapangan yang lebih
mendalam pada rumah potong hewan atau tempat pemotongan ayam skala mikro
untuk melihat langsung bagaimana para penyembelih menegosiasikan standar
kehalalan di tengah tuntutan efisiensi ekonomi pasar. Sementara dari sisi praktis
dan kebijakan, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait perlu
memperkuat skema kemitraan serta memberikan kemudahan subsidi sertifikasi bagi
para penyembelih di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi pengurus
JULEHA DIY sendiri, disarankan untuk terus menjaga sikap terbuka antar-
kelompok keagamaan serta memperluas jangkauan pembinaan hingga ke pasar-

pasar tradisional dan lingkungan pesantren.
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